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BAB  I 
PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Seiring dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 
adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan kebutuhan 
akan sarana permukiman, peningkatan daerah industri/ perdagangan, perhubungan, 
perkantoran, pariwisata, mengakibatkan perubahan fisiografi (tata guna) lahan yang 
berdampak pada perubahan perilaku hidrologis, terutama yang menyangkut pola distribusi 
aliran tahunan (continuous flow behavior) maupun pola aliran puncak (peak flow behavior). 

Perubahan perilaku hidrologi dan perubahan fisiografi (tata guna) lahan telah 
menyebabkan perubahan pola ketersediaan air yang ditandai dengan fenomena banjir di 
beberapa kawasan pada musim hujan, dan kekeringan di musim kemarau. Dampak lain 
yang merugikan dan sangat dirasakan adalah kerusakan alur sungai dengan akibat 
susulan berupa kerusakan bangunan-bangunan sungai.  

Terkait dengan upaya pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Progo-Opak-
Serang  (WS POS) , kecenderungan dan pola perubahan kondisi sebagaimana disebutkan 
di atas hendaknya menjadi prioritas utama untuk dipertimbangkan. Pemikiran tersebut 
terutama dikaitkan dengan penanganan masalah ketidakseimbangan antara kebutuhan 
dan kemampuan penyediaan air dan potensi bencana akibat banjir/kekeringan, yang 
tentunya semaksimal mungkin harus dapat diantisipasi secara konseptual.  Benturan 
kepentingan akan terjadi manakala permintaan (demand) tidak lagi seimbang dengan 
ketersediaan sumber daya air untuk pemenuhannya (supply).  

Sehubungan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, perlu adanya suatu 
upaya pengaturan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air secara lebih 
terpadu, dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan perubahan di masa yang akan 
datang. Pendekatan one river basin, one plan, and one integrated management, 
keterpaduan dalam perencanaan, kebersamaan dalam pelaksanaan, dan kepedulian 
dalam pengendalian sudah waktunya untuk segera diwujudkan.  

UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dimaksudkan untuk memfasilitasi 
strategi pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai di seluruh tanah air untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka 
panjang secara berkelanjutan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber 
daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan 
masyarakat dalam segala bidang kehidupan maka perlu disusun Pola Pengelolaan 
Sumber Daya Air Wilayah Sungai. 
Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air menyebutkan bahwa 
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, 
melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pola pengelolaan 
sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara 
air permukaan dan air tanah”. Pengaturan lebih lanjut tentang penyusunan Pola 
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Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (SDA WS) diatur dalam Pasal 14 s/d Pasal 
23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala 
bidang kehidupan di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang, maka disusun Pola 
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang.  

Lokasi Kegiatan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang 
meliputi wilayah-wilayah administrasi yang berada di Wilayah Sungai Progo-Opak-
Serang. Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang merupakan wilayah sungai lintas propinsi 
dan lintas kabupaten, yang meliputi di 2 propinsi dan 8 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten 
Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang (Propinsi Jawa Tengah), serta 
Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan 
Kabupaten Gunungkidul (Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). 

Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang adalah DAS 
Progo, DAS Opak dan DAS Serang, sebagaimana tergambar pada Gambar 1.1 
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Gambar 1.1    Peta Lokasi Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang  

MASTERPLAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
WILAYAH SUNGAI PROGO OPAK SERANG

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DEPARTEMEN  PEKERJAAN UMUM
B A L A I  B E S A R  W I L A Y A H  S U N G A I  S E R A Y U-O P A K
SATKER    PELAKSANA   PENGELOLAAN   SDA    SERAYU  -  OPAK

Konsultan  Teknik  Dan  Supervisi
PT.  GRACIA   WIDYAKARSA

Sumber :
1. Peta RBI 1 : 25.000, tahun 2004
2. Data BWRMP Tahun 2005
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1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran Penyusunan Pola SWS Progo-
Opak-Serang 

1.2.1  Maksud 

Maksud disusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang 
adalah untuk membuat kerangka dasar pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai 
Progo-Opak-Serang, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian Sumber Daya Air. 

1.2.2   Tujuan 

Sedangkan tujuan penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Sungai Progo-
Opak-Serang adalah menyusun rancangan dasar / awal Pengelolaan Sumber Daya yang 
ada di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang yang meliputi aspek potensi Sumber Daya 
Air, kebutuhan air, sosial ekonomi, hukum dan kelembagaan, dengan prinsip keterpaduan 
antara air permukaan dan air tanah, sehingga dapat menjamin terselenggaranya 
pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan 
dalam kurun waktu tertentu (20 tahun mendatang).  

1.2.3   Sasaran 

Sasaran pada dasarnya adalah merupakan penjabaran dari maksud dan tujuan yang 
akan dicapai. Adapun sasaran penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Wilayah 
Sungai Progo-Opak-Serang adalah tersusunnya rancangan / kerangka dasar pengelolaan 
Sumber Daya Air secara terpadu, yang dijabarkan melalui (5) lima aspek pengelolaan 
sumber daya air, yaitu Aspek Konservasi Sumber Daya Air, Aspek Pendayagunaan 
Sumber Daya Air, Aspek Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air, Aspek 
Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Sumber Daya Air, dan 
Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha, dan 
Pemerintah. 

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, yang merupakan kerangka dasar pengelolaan 
sumber Daya air wilayah sungai, didasarkan pada visi, misi dan asas pengelolaan 
Sumber Daya Air sebagai berikut: 

Visi  :  Terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat  

Misi  :  
· Aspek I  :  Konservasi Sumber Daya Air 
· Aspek II  :  Pendayagunaan Sumber Daya Air 
· Aspek III  :  Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air 
· Aspek IV  :  Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data & Informasi 

Sumber Daya Air 
· Aspek V  :  Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha, 

dan Pemerintah  
Azas :  

· Kelestarian  
· Keseimbangan  
· Kemanfaatan umum  
· Keterpaduan dan keserasian  
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· Keadilan  
· Kemandirian  
· Transparansi dan akuntabilitas  
 

1.3 Isu-isu Strategis 

1.3.1 Isu Strategis Nasional 

1. MDG’s Program (Millennium Development Goals) 

Dalam beberapa tahun ke depan, negara-negara di dunia, termasuk  Indonesia, akan 
menghadapi tantangan baru yang juga menjadi tantangan global, yaitu fenomena 
perubahan iklim yang berbuntut pada permintaan pangan untuk biofuel, krisis 
ekonomi global, dan perubahan struktur perdagangan, aksi para investor (spekulan) 
global karena kondisi pasar keuangan yang tidak menentu, serta adanya sasaran 
pembangunan milenium (Millennium Development Goals, MDG’s) yang tujuannya 
adalah mengurangi jumlah orang miskin dan lapar hingga separuhnya dengan target 
Tahun 2015. 

Indonesia, sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut mendukung 
komitmen percepatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan, sebagaimana 
dideklarasikan dalam Millennium Development Goals (MDG’s). Deklarasi MDG’s 
dapat diterjemahkan dalam delapan isu kritis, diantaranya adalah : untuk mengurangi 
kemiskinan dan kelaparan; lingkungan yang berkelanjutan dan pengembangan 
kemitraan untuk pembangunan global. Waktu untuk mencapai target tersebut adalah 
15 (lima belas) tahun terhitung sejak penandatanganannya pada tahun 2000, yaitu 
tahun 2015. Untuk mencapai target tersebut diperlukan koordinasi, kerjasama, dan 
komitmen dari semua pihak, terutama pemerintah (nasional dan daerah), masyarakat 
sipil, akademisi, media, sektor swasta, dan komunitas donor. 

2. Ketahanan Pangan 

Untuk memenuhi kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, mandiri dan sejahtera, 
perlu adanya penyediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan merata, serta tidak 
mengandalkan ketersedian pangan dunia, atau dengan kata lain perlu adanya suatu 
Ketahan Pangan. Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI 
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 
komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu:  

1) kecukupan ketersediaan pangan; 
2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari 

tahun ke tahun, 
3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, dan 
4) kualitas/keamanan pangan. 

Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan sebagaimana disebutkan di atas, 
diperlukan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai; terkait dengan 
pengelolaan sumberdaya air, perlu adanya dukungan ketersediaan air dan 
infrastruktur pertanian yang memadai, diantaranya kondisi saluran irigasi. Kerusakan 
jaringan irigasi banyak terjadi di Indonesia, baik karena kurangnya perawatan, 
ataupun karena bencana. 
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3. Global Climate Change 

Fenomena perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya pemanasan global ke 
depan akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan pertanian. Akibat perubahan 
iklim, dapat terjadi pergeseran awal musim hujan. Musim hujan berlangsung lebih 
singkat dengan intensitas curah hujan lebih tinggi, sedangkan musim kemarau/kering 
lebih panjang. Padahal di sisi lain kebutuhan akan air cenderung meningkat seiring 
meningkatnya populasi global. Beberapa peneliti sudah memperingatkan bahwa 
dalam beberapa puluh tahun ke depan diperkirakan akan terjadi krisis pangan yang 
cukup signifikan yang diantaranya disebabkan karena pengaruh pemanasan global. 
Bahkan ada beberapa peneliti yang memperkirakan bahwa pada tahun 2100, sekitar 
separuh penduduk dunia akan menghadapi krisis pangan (Kompas, 15 Januari 
2009). 

Akibat pemanasan global dan perubahan iklim, permukaan air laut diperkirakan juga 
akan naik. Ribuan hektar sawah diperkirakan akan hilang jika ketinggian air laut naik 
0,5 meter. Perubahan iklim juga dituding sebagai penyebab naiknya harga komoditas 
pangan karena harus bersaing sebagai penyedia bahan biofuel. Hingga kini masih 
terus terjadi ketegangan antara kepentingan biofuel dan pangan. Ketahanan pangan 
akan menjadi sulit terwujud jika tak ada upaya perbaikan infrastruktur dan 
suprastruktur. 

1.3.2 Isu Strategis Lokal 

Dari hasil identifikasi permasalahan yang ada di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang, 
dapat diperoleh beberapa isu-isu strategis sebagai berikut ini. 

· Sebagian besar DAS di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang termasuk dalam kondisi 
DAS Prioritas I, yaitu DAS sangat kritis, yang perlu segera ditangani. 

· Banyak pemanfaatan lahan di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang yang masih 
kurang sesuai dengan peruntukan / daya dukung lahan (RTRW), dan banyak alih 
fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. 

· Belum optimalnya upaya konservasi lahan dan air 

· Terjadinya kekurangan air baku untuk air bersih dan air irigasi pada saat musim 
kemarau di beberapa lokasi di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang. 

· Kualitas air sungai di hampir semua sungai di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang 
berada di bawah baku mutu kelas kualitas air yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 
daerah.  

· Belum tercukupinya jumlah IPAL terpusat/komunal dibandingkan dengan jumlah 
penduduk yang membutuhkan 

· Adanya daerah bantaran sungai yang dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman  

· Tingkat pelayanan PDAM yang masih rendah 

· Adanya penggunaan air yang tidak sesuai dengan alokasinya 

· Adanya permasalahan banjir rutin yang terjadi di beberapa wilayah di Wilayah Sungai 
Progo-Opak-Serang, khususnya di daerah hilir.  

· Banyaknya penambangan bahan galian C yang kurang terkendali di sungai-sungai di 
Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang.  
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· Adanya permasalahan kekeringan dan kelangkaan air di beberapa wilayah di Wilayah 
Sungai Progo-Opak-Serang, khususnya pada saat musim kemarau. 

· Masih rendahnya peran serta masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dan swasta 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumberdaya air   

· Adanya krisis koordinasi yang dialami oleh para stakeholders pengelolaan sumber 
daya air, khususnya di pihak regulator dan operator, yang mengakibatkan belum 
optimalnya koordinasi pengelolaan sumberdaya air di tingkat wilayah sungai. 

· Terbatasnya dana yang tersedia untuk pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah 
sungai, khususnya yang terkait dengan dana untuk Operasi dan Pemeliharaan (OP).  

· Informasi data sumber daya air yang kurang lengkap dan tidak menerus. 

· Lemahnya Kerjasama Antar Lembaga/Instansi Pengelola Data Informasi. 
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BAB  II 
KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI  

PROGO OPAK SERANG 

2.1 Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang Terkait 
1. Undang-Undang Dasar 1945 

1) Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 
2) Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945  

2. Undang-Undang 

1) Undang-Undang Nomor  5  Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati. 

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah.  

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 
6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara 
8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup  
3. Peraturan Pemerintah 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan 
Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan. 

2) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1986 tentang Perlindungan Hutan. 
3) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1991 tentang Rawa.  
4) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1991 tentang Sungai. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air.  
6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum. 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 
8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan. 
9) Peraturan Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2008  tentang Pengelolan 

Sumber Daya Air. 
4. Keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden 

1) Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan 
Lindung. 

2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan 
Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai 
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3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2002 tentang  
Perubahan atas Keputusan Presiden No. 123 Tahun 2001 tentang Tim 
Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air 

4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2008 
Tentang  Dewan Sumber Daya Air 

 

5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri  
1) Peraturan Menteri PU Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Izin Pengggunaan Air dan atau Sumber Air. 
2) Peraturan Menteri PU Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan 

Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas 
Sungai.  

3) Peraturan Menteri PU No.67/PRT/1993 tentang Panitia Tata Pengaturan 
Air Provinsi Daerah Tingkat I. 

4) Peraturan Menteri PU Nomor 11A Tahun 2006 tentang Kriteria dan 
Penetapan Wilayah Sungai. 

5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang 
Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 
pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai. 

6) Keputusan Menteri PU No.458/KPTS/1986 tentang Ketentuan 
Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan 
Galian Golongan C. 

7) Keputusan Menteri Kimpraswil No.341/KPTS/M/2002 tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan 
Sumber-Sumber Air di Wilayah Sungai Bengawan Solo Kepada Gubernur 
Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur. 

8) Keputusan Menteri PU No. 247/KPTS/M/2009 tentang Pembentukan 
TKPSDA Wilayah Sungai Bengawan Solo. 
 

6. Peraturan Daerah  
1) Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

pembentukan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. 
3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 19 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang. 

4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 20 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Dinas Kabupaten Magelang. 

5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2001, Rencana 
Tata Ruang Wilayah. 

6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 6 Th. 2002 tentang izin 
pemakaian tanah pengairan atau tanah jalan Kabupaten Magelang. 

7) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 4 Tahun 2004 tentang 
Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Temanggung. 

8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung. 

9) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 5 Tahun 2008, Rencana 
Tata Ruang Wilayah. 

10) Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 1999, Rencana Tata Ruang 
Wilayah. 
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11) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Yogyakarta Nomor 5 
Tahun 1991 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah 
Tingkat II Yogyakarta 1990-2010. 

12) Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa 
Tengah, Nomor: 061/11.a/2002. 

13) Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa 
Tengah, Nomor. 061.1/14/2002, tentang Pembentukan Organisasi dan tata 
kerja Satuan kerja Balai Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Jawa 
Tengah. 

 

2.2 Kebijakan yang Berlaku dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 

2.2.1  Kebijakan Pemerintah  
 

Kebijakan pengelolaan sumber daya air di WS Progo-Opak-Serang berdasar pada   
kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan sumber daya air. Sesuai dengan amanat 
Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan sumber 
daya air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan 
keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air. 
Hal tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai 
sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Koordinasi 
dalam pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang 
bernama Dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain. 

2.2.2  Kebijakan Daerah 

Permasalahan sumber daya air, tidak bisa terlepas dari kacamata tata ruang baik skala 
mikro maupun makro.  Sesuai dengan batasan administrasi, di Indonesia ada Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.  
Secara geografis dan kesatuan-kesatuan fungsional, terdapat juga RTRW Pulau dan 
RTRW kawasan strategis. 

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, sebagai pengganti Undang Undang 
Nomor 24 Tahun 1992, tentang penataan ruang, ada yang melekat pada keberadaan 
sumber daya air dan sungai yaitu adanya kawasan lindung,  khususnya kawasan lindung 
setempat.   Kawasan lindung setempat tersebut mencakup garis sempadan sungai, 
pantai, danau/waduk dan sempadan mata air.  Lebih jauh tentang aturan yang lebih 
lengkap secara teknis tentang garis sempadan sungai, danau, mata air, dsb. telah 
dibakukan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, tentang Garis 
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan sungai dan bekas 
sungai.  

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, 
ada banyak hal yang berubah dalam penyusunan RTRW, khususnya berkaitan dengan 
usia perencanaannya,  kalau dulu RTRW kabupaten hanya berlaku selama 10 tahun, 
sekarang menjadi 20 tahun ke depan,  sehingga hampir semua produk RTRW sebelum 
2007, tidak bisa digunakan lagi walaupun baru dibuat. 
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1.  Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Provinsi Jawa Tengah  

Sistem kota-kota di daerah terlihat dalam konteks wilayah Wilayah Sungai Progo-
Opak-Serang di Provinsi Jawa Tengah, serta keterkaitannya satu sama lain, baik 
secara spasial maupun fungsional dapat dijelaskan bahwa Kota Hirarki I, untuk 
cakupan Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang, tidak ada dalam katagori ini. 
Sedangkan Kota Hirarki II adalah pada kota Magelang, dan Kota Hirarki Ketiga 
meliputi : Mungkid dan Temanggung, dan kota hirarki keempat berorientasi ke kota 
orde ketiga dan umumnya terletak pada jalan utama seperti : Secang, Blabag, 
Muntilan. 

Rencana pengembangan infrastruktur wilayah, khususnya prasarana sumber daya air 
dan irigasi, bertujuan : 

· Mewujudkan keseimbangan ketersediaan air di musim hujan/kemarau. 

· Meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka 
swasembada pangan.   

· Mengembangkan waduk/bendungan, situ, dan embung dalam rangka 
penyediaan air baku serta konservasi sumber air.  

· Mengembangkan jaringan irigasi yang diprioritaskan di kawasan Sumbing-
Merapi. Meningkakan produtivitas tanah dan pola tanam. 

2. Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) Provinsi DIY  Tahun 2007-  2027 

Kota Hirarki I memiliki fungsi Growth Pole atau pusat perkembangan dari suatu 
wilayah, meliputi: Metropolitan Yogyakarta yang mencakup Kota Yogyakarta, 
sebagian besar Kecamatan sekitar Yogyakarta, atau disebut Aglomerasi perkotaan 
yogyakarta (APY).  Kota Hirarki ke-dua meliputi : Sleman, Bantul, Wates, Wonosari, 
Mlati, Ngaglik, Kasihan, Sewon, Banguntapan, Godean, Piyungan, Srandakan, 
Prambanan. 

Kota Hirarki ke-tiga meliputi: Temon, Nanggulan, Sentolo, Galur, Kretek, Imogiri, 
Sedayu, Minggir, Moyudan, Gamping, Tempel, Depok, Pakem, Ngeplak, Kalasan, 
Berbah, Playen, Semanu, Karangmojo, Nglipar, Semin, Rongkop.  

Kota Hirarki ke-empat berorientasi ke kota orde ketiga dan umumnya terletak pada 
jalan kabupatenmeliputi: Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, 
Lendah, Pajangan, Pandak, Bambangliputo, Sanden, Pundong, Jetis, Plered, Dlingo, 
Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Panggang, Paliyan, Ngawen, Tepus, Ponjong. 

Kebijakan pengembangan prasarana wilayah terdiri dari pengembangan infrastruktur 
khususnya, prasarana sumber daya air dan irigasi, bertujuan:   

· Mewujudkan keseimbangan ketersediaan air di musim hujan/kemarau.  
· Meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka 

swasembada pangan.  
· Mengembangkan waduk/bendungan, situ, dan embung/tendon air dalam rangka 

penyediaan air baku serta konservasi sumber air. Mengembangkan jaringan 
irigasi yang diprioritaskan di wilayah barat dan selatan DIY.  
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